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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL
Pembangunan bidang sosial budaya pada hakekatnya adalah merupakan bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang fokus sasarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia bidang sosial maupun budaya  yang sebaik-baiknya serta penciptaan lingkungan masyarakat yang sehat dan dinamis.
	Tujuan pembangunan sosial budaya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang sebaik-baiknya dalam upaya menciptakan suatu kondisi tata kehidupan memungkinkan setiap warga masyarakat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosialnya secara layak bagi individu, keluarga dan masyarakat, serta tugas pokok menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama, mental, spiritual, Kesejahteraan Rakyat, pemerintahan, penerangan, dan komunikasi serta kependudukan. 
	Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan situasi dan kondisi secara global serta tuntunan reformasi yang mengarah kepada demokratisasi yang kondusif, berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat yang dari tahun ketahun cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya bahkan mengarah kepada masalah kesejahteraan sosial yang semakin kompleks.
	Sementara peran serta masyarakat yang diharapkan akan mampu membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat baik sosial maupun budaya, pada kenyataan dewasa ini belum memperlihatkan hasil yang optimal sebagaimana keberadaan dan peranannya sebagai pilar partisipan sosial masyarakat di bidang pembangunan sosial dan budaya.
Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada struktur organisasi pemerintah daerah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat sebagai konsekuensi dan implementasi otonomi daerah yang nyata dan luas memberikan beban kerja dan tanggung jawab pemerintah derah menjadi lebih besar. Beban kerja yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah untuk menata ulang organisasi dari aspek kewenangan, tugas, personalia maupun aspek keuangan dan peralatan fasilitas lain. Penataan ulang dimaksudkan untuk menjaga produktifitas kerja pemerintahan tetap maksimal atau meningkat melalui desentralisasi. Selain pemerintah daerah sebagai pelaku utama penataan organisasi, pemerintah pusat tetap memberikan acuan bagi kebijakan makro dari penataan organisasi pemerintah daerah untuk kesinambungan hubungan dalam daerah, hubungan antar daerah dengan daerah lain dan hubungan antar daerah dengan pemerintah pusat. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat dalam penataan organisasi pemerintah daerah adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah. Kewajiban pemerintah pusat ini merupakan pegangan yang sifatnya relatif menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kewenangan secara optimal. Kewajiban ini pula mengatur tentang struktur organisasi bagi jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Penetapan bagi jabatan struktural ini dimaksudkan untuk menata jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Subang. Perubahan yang signifikan dalam menata struktur organisasi adalah esensi penataan organisasi menuruut PP. 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Organisasi Pemerintahan Daerah sebagai langkah dalam memperbaiki organisasi pemerintah yang selama ini kurang berjalan efektif. 
Struktur kelembagaan badan-badan pengawas daerah/kota yang ada selama ini hampir tidak pernah melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat sehingga model pengawasan cenderung hanya bersifat internal dan konsekwensinya begitu terjadi penyimpangan, tidak cukup tersedia peluang untuk perbaikan.
Kehadiran institusi pengawasan yang inklusif, independen dan dalam prosesnya melibatkan semua stakeholders merupakan suatu kebutuhan tidak hanya bagi pemerintah nasional tetapi juga bagi level yang lebih rendah yaitu provinsi, kabupaten dan kota supaya terdapat peningkatan akuntabililtas pejabat publik. Penataan organisasi yang baik idealnya diawali dengan penentuan standar kerja, pengukuran dan melakukan perbandingan dengan standar yang telah diterapkan serta mengambil tindakan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Bagi Inspektorat Kabupaten subang, implementasi kebijakan mengenai penataan organisasi mengharuskan untuk melakukan restrukturisasi organisasi, pola yang jelas dalam manajemen pembangunan, perilaku birokrasi yang mendahulukan pelayanan publik, efisiensi dan efektif, selalu mempersiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaksananya. 
Tuntutan yang menyertai perlunya restrukturisasi organisasi pemerintah daerah adalah tuntutan global yang merupakan konsekuensi perubahan yang dibawa oleh arus globalisasi. Hal ini mengakibatkan organisasi dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan global. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat terus meningkat sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu dan teknologi, serta arus informasi yang telah menembus batas keterisolasian. Masyarakat mulai kritis melihat mata rantai hierarki dalam organisasi pemerintah daerah yang terlalu panjang dan kadang menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, murah dan baik.
Dengan telah diberlakukannya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih diarahkan kepada otonomi yang penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah propinsi bersifat otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah propinsi yang menuju kearah perampingan berdasar kepada kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujauan masing-masing.
	Berdasarkan Keputusan Bupati  subang No. 7  Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang, tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan fungsi Bappeda adalah :
a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan  daerah.
d) Penyelenggaraan teknis administratif kesekretariatan.
Untuk menacapai hasil maksimal dipandang perlu menyusun rencana / program kerja yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala serta Ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijaksanaan, Program dan Kegiatan yang realisits dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perencanaan strategis yang berkaitan terhadap pelayanan kepada masyarakat yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan KKL dengan judul “PERENCANAAN STRATEGIS DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SUBANG TAHUN 2009”.

1.2  Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka untuk mempermudah arah dan pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:
1. Bagimana Potensi yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang?
2. Bagimana Peluang yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang? 
3. Bagimana Kendala yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang? 
4. Bagimana Ancaman yang ada dari Rencana BAPPEDA Kabupaten Subang? 

1.3  Maksud Dan Tujuan Laporan KKL
Penulisan Laporan tentang “ Perencanaan Strategis Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Subang Tahun 2009” ini dimaksudkan untuk : sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNIKOM. Disamping itu, juga sebagai suatu studi perbandingan terhadap ilmu atau teori yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan dengan realitas keadaan dunia kerja yang sebenarnya, disamping juga dapat mengetahui dan memahami lebih jauh berbagai aktivitas serta kegiatan disebuah badan/instansi Pemerintahan yang ada di Kabupaten Subang, dalam hal ini adalah BAPPEDA Kabupaten Subang. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Potensi yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang
2. Untuk mengetahui Peluang yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang 
3. Untuk mengetahui Kendala yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang 
4. Untuk mengetahui Ancaman yang ada dari Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang

1.4 Kegunaan Laporan KKL
Penelitian dilaksanakan bukan saja untuk mencapai tujuan penelitian,akan tetapi penelitian ini pun diharapkan dapat berguna bagi siapapun yang membacanya sehingga dapat menambah wawasan mengenai instansi pemerintah dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Subang yang bertanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan publik  masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kabupaten Subang seutuhnya. Hasil penelitian ini di harapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:
1. kegunaan bagi peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai hal untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan di bidang pemerinyahan terutama mengenai perncanaan strategis di BAPPEDA Kabupaten Subang
2. Kegunaan teoritis, dari hasil penelitian di harapkan dapat mengembangkan teori yang telah di peroleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan mengenai perencanaan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di BAPPEDA Kabupaten Subang tahu 2009.
3. Dari hasil penelitian di ini harapkan dapat memberikan manfaat sebagai sarana antara teori yang di dapat saat perkuliahan dan praktek di lapangan dan juga dapat memberikan manfaat bagi BAPPEDA Kabupaten Subang sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang di hadapi dalam penyelenggaraan perencanaan strategis di BAPPEDA Kabupaten Subang.  


1.5 Kerangka Pemikiran
Menurut G.R. Terry yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya yang berjudul Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, mendefinisikan Perencanaan adalah :
“Adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.” (Malayu, 1996:94)

	Dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perencanaan Strategis adalah:
“Suatu proses yang berorinentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan dan program yang realsitis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.”

Dari definisi Perencanaan Strategis diatas bahwa Perencanaan Strategis harus mengandung mengandung Visi, Misi. 
Visi BAPPEDA Kabupaten Subang : “mengakselerasi pencapaian visi subang melalui perencanaan yang terpadu”. Sedangkan Misi BAPPEDA Kabupaten Subang :
1. Merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan umum, pengelolaan data makro dan laporan, ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana serta melaksanakan penelitian sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;
2. Menyusun perencanaan daerah jangka panjang, menengah dan pendek
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang efektif dan menjadi feed back bagi proses perencanaan berikutnya;
4.  Menyusun rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang aspiratif, akuntabel dan transparan.
Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut diatas tentunya terdapat empat indikator yaitu:
1. Potensi. merupakan kemampuan, kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki. 
2. Peluang mempunyai arti Kesempatan.
3. Kendala memiliki arti kelemahan.
4. Ancaman yaitu menyatakan suatu maksud untuk melakukan tindakan yang membahayakan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan perencanaan strategis di Badan Perencanaaan pembangunan Daerah di kabupaten subang merupakan sebuah perumusan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi monitoring serta penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja daerah yang bertujuan untuk melaksanakan proses yang berorinentasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan dan program yang realsitis dan menssgantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.


Indikator dari definisi operasionl diatas adalah sebagai berikut:
1. Potensi yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Subang 2009: 
a. Dukungan tupoksi
b. Kualitas SDM yang memadai
c. Tersedianya anggaran
d. Tersedianya perangkat dan pendukung perencana.
2. Peluang yang dimiliki oleh BAPPEDA Kabupaten Subang adalah : 
a. Dukungan UU Nomor 25 dan 32 Tahun 2004
b. Kondisi sistem politik yang lebih demokrasi
3. Kendala yang akan timbul dalam Perencanaan Strategis BAPPEDA Kabupaten Subang adalah : 
a. Belum optimalnya basis data yang terpadu.
b.  Belum seimbangnya pegawai dengan beban kerja BAPPEDA
c. Belum adanya implementasi jabatan fungsionaris perencana
d. Belum optimalnya tindak lanjut penelitian
e. Belum sepenuhnya kewenangan perencana di serahkan ke BAPPEDA
f. Belum adanya adanya fungsionaris perencana 
4. Ancaman yang akan timbul di BAPPEDA Kabupaten Subang adalah : 
a. Masa transisi pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik.
b. Meningkatnya tuntutan masyarakat DPRD,LSM, PT, dan stakeholdeer lainnya terhadap akuntabilitas transfaransi dalam kecepatan pelayanan pemerintah.
c. Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan daerah masih tinggi.
d. Belum optimalnya pemenuhan botom-up.
e. Adanya perubahan yang cepat dari peraturan pemerintah yang mengakibatkan perencana harus di reka ulang.
f. Isu-isu  strategis
Sumber: Lakip Bappeda Kab Subang

1.6 Metode Dalam Laporan KKL
Sesuai dengan masalah yang ditulis pada Laporan KKL ini, yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka  dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode, metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.
Dengan demikian, dalam penulisan Laporan KKL ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai berikut :
“Penyelidikan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang di alami, suatu hubungan kegiatan, pandangan, sikap yang nampak, tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya”(Surakhmad, 1998 : 139).
	Berdasarkan pengertian diatas, maka metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data atau keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, kemudian peneliti mengembangankan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk pengumpulan data dilokasi penelitian dilakukan dengan teknik-teknik sebagai berikut :
1. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung dilokasi atau terjun langsung dilapangan untuk mngetahui tentang Perancanaan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di BAPPEDA Kabupaten Subang Tahun 2009 serta dokumenter yaitu format pencatatan dokumen dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

2. Studi Pustaka yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan Perancanaan strategis dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di BAPPEDA Kabupaten Subang Tahun 2009 serta sumber data berupa catatan atau dokumen yang tersedia.

1.7 Lokasi Dan Waktu KKL 
Pelaksanaan  Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilaksanakan pada :
Tanggal			: 1 Agustus 2009 s.d 31 Agustus 2009
Instansi			: BAPPEDA Kabupaten Subang 
Alamat		 	: Jl. Dewi Sartika No. 2 telp (0260) 412 794
Kabupaten Subang
Waktu kerja		: Pukul 07.30 s/d 16.00 WIB
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